
91 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan 

tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak 

istimewa buruh pada saat terjadi kepailitan, yakni dalam Pasal 95 ayat 

(4) dalam hal ini perusahan dinyatakan pailit atau likiuidasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak 

lainnya dari pekerja dan buruh merupakan utang yang didahulukan 

pembayarannya. Akan tetapi harus pula di ingat bahwa pemberian hak 

untuk didahulukan seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat 

diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis, 

sebab pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas 

mengatur sebagai berikut : “Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari 

pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh 

undang-undang sebaliknya. 

2. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor separatis 

mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan 

dengan hak atas kebendaan yang dijaminkan untuk piutangnya. 

Pemberian kewenangan ekslusif kepada kreditur separatis, merupakan 
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suatu prinsip hukum yang telah lama berlaku di Indonesia dan pada 

prinsipnya dianut juga oleh hampir di seluruh dunia. Tagihan 

pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum, 

sehingga buruh dan tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai kreditor 

preferen pemegang hak istimewa umum. 

B. Saran 

Setelah melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Hakim 

Mahkamah Konstitusi terhadap perkara permohonan judicial review 

terhadap Undang-Undang Kepailitan, maka disarankan agar : 

1. Adanya peranan Negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk 

memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau 

buruh dalam hal terjadi kepailitan. 

2. Menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara 

buruh dan debitor dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui 

berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan 

kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada 

saat debitor dinyatakan pailit. 

3. Dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih 

baik terhadap pekerja atau buruh, dalam hal terjadi kepailitan 

pembentuk undang-undang memang perlu melakukan sinkronisasi dan 

harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengaturan hak-hak 

buruh. 
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4. Diperlukan adanya sistem perlindungan pesangon, namun harus ada 

sistem asuransi yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko 

pekerja kehilangan upahnya akibat kepailitan. 

5. Jaminan atas pembayaran upah perlu diatur pula di dalam sistem 

jaminan sosial nasional yang sifatnya antisipatif. Dengan adanya 

perlindungan asuransi untuk kehilangan pekerjaan. Maka buruh tetap 

akan mendapatkan hak atas upah, melalui santunan dari lembaga 

jaminan sosial, sekalipun harta pailit telah habis sama sekali. 
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